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Bahwa pombukaasn Undang-Uindang Dasar MNegara Republik Indoncesia
Tahuan 1945 moengamanatkan Pomerinmamabh TNeoegara Indonesia melindungsi
scgenap Bangsa Indonesia dan sclurubh sumpabh darah Indonesia dan antuk
memajukan kescjahteraan amuuam,. mencerdaskan kehidupan bangsa., dan
ilcut melaksanakan ketertiban duaniam yang boerdasarlcan kemerdekamn.
Ppoerdamaian abadi dan keadilan sosial:z

Bahwa Undang-Undang [Dasar MNepgara Republik lndcnes-u Tahun 1945

mengamanatkan poemerinmah mengusahakan dan meny kan =atu
=mistem poendidikan nasional yang moningkatkan keimanan dan ketnkwwaan
- = Tuh wang Maha Esa scorta akhiak mulia dalarm rangska

mencerdaskan keh idupan bangsa yvang diatuar dengan andang-uancddaaage:
Bahwa sistermnm pendidikan nasional haras mampu menjamin permoratasn
kescecmpatan pendidikan., poeningkatan o muatu serta relevansi dan efisionsi

manajencn pendidikan wntuskc moenghadapi Ttantangan scsuai dengan
tuntutan poerubahan kehidupan lokal. nasional, dan global schingga perla
dilmkukan prembaharuaan prendidilkan SCCArs TerSIHCImIa., terarab, claan

boerkesinambungan:

Bahwa dalasn rangka menjamin dan memastikan pemerataan kesempatan
pendidikan koepada @ masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika periua
dilmkuknn penyodiann fasilitas pelayvanan pendidikan pada jenjang sckolah
Meoenengah Poertama sccara lmyak:

UUndang - Undang MNomor 45 Tabhbun 1999 tentang Pembontukan Propinsi
Irinn Jaya Tengah, Propin=si Irian Jayva Barat, Kabupaten Paniai. Kabupaten
PMMimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kol Sorong (llembaran Negara
Republik Indone=sia Tahun 1999 Nomor 1 73, Tambahan Lembarmnn Negara
Republik Indonesia Nomor 3894):

Undang - Undang MNomor 21 Tabun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
FProvin=si Papua (Lembarmn Negarn Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Toambahan Leambaran MNogara chl.lbllk Indonesia MNomor 2151);:

sebagaimana telah diubah dengs oy = narnch Nomor 35 Tahun 2008
tentang Poencitapan Peraturpn Pemerintah Penggantl Undang - uandangs
T™Nomor 1 Tahun Z008 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor =1
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papus moengads
Undangs — undang (Lembaran N:erﬂ Republik Indonesia Tahun 2008
™Nomor 112, Tambahan Lemb A an Republik Indonesia T™Nomor
e

Undn:ug—urld-aﬂa Republik Indonesia MNomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dacrah:

Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 21 Tahun 2Z2001 Otonorm

K husus Provinsi: Papua:
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

Undang-Undang Republik Indonesia MNomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi dan Kabupaten/kota
sebagai daerah otonom:

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan

Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan

SK Mendiknas nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang pendidikan:

MEMUTUSK AN

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Kabupaten
Mimika tentang pendirian sekolah Menengah Pertama SMP Negeri S

Mimika:

SMP Negeri 5 Mimika mengelola dan menyelenggarakan pendidikan jenjang
pendidikan menengah pertama dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan

Menyampaikan laporan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada
Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan Dasar dan
Kebudayaan Kabupaten Mimika:

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan
kepada anggaran atau sumber pembiayvaan yang sesuai:

Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Di tetapkan di : Timika
1 : 19 Pebruari 2014

BUPATEN MIMIKA,

[(E.PALENEWEN.S.Pd.M._Pd
PEMBINA
NIP. 1971118 199512 2 002

Te i n kepada Yth:
1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta:

2. Bapak Dirjen Bina Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;

3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Bapak Kepala LPMP Provinsi Papua di Jayapura:

5. Bapak Bupati Mimika di Timika;

6. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika:

7. Dewan Pendidikan Kabupaten Mimika:
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